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I. Dasar: 

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;  

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan 

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2024; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan 

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. 

 

II. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan 

pelanggaran pada sub tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat 

untuk: 
 

1. Memperhatikan ketentuan pada pasal 58 ayat (4) sampai dengan ayat (8) Undang – Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang yang menyatakan: 

(4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada 

PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK; 

(5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung 

sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat 

kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara; 

(6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas 

dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh 

PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) 

Hari; 
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(7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari 

masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir;  

(8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap 

dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu 

penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. 

 

2. Memperhatikan ketentuan pada pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2); 

(2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 

urutan Pemilih per nama untuk:  

a. Pemilih baru;  

b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan  

c. perbaikan data Pemilih. 

(3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis 

TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;  

(4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dibantu oleh Pantarlih;  

(5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dalam Peraturan Komisi ini. 
 

3. Memperhatikan ketentuan pada pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama 

lain.  

(2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama 

lain.  

(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil 

pemutakhiran di kabupaten/kota.  

(4) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di provinsi. 

 

4. Memperhatikan ketentuan pada pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi 

yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan 

Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi.  

(2) Rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno 

terbuka.  

(3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  

a. KPU Kabupaten/Kota;  

b. Bawaslu Provinsi; Forkopimda;  

c. Pemantau Pemilihan; dan/atau  

d. tim Pasangan Calon tingkat provinsi.   

(4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan 

tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan 

bukti dokumen autentik.  

(5) KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.  

(6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir Model A-

Daftar Perubahan Pemilih.  

(7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita 

acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.  

https://jdih.bawaslu.go.id/https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



(8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.  

(9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Komisi ini. 

 

5. Memperhatikan ketentuan pada pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, 

berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada:  

a. KPU;  

b. Bawaslu Provinsi;  

c. perangkat pemerintah tingkat provinsi; dan/atau  

d. tim Pasangan Calon tingkat provinsi.  

(2) Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.  

(3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.  

(4) KPU Provinsi menyampaikan formulir Model A-Rekap Provinsi, formulir Model A-Rekap 

Provinsi Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS 

melalui KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.  

(5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan 

dalam berita acara.  

 

6. Memperhatikan ketentuan pada pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS 

per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.  

(2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan 

pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari. 

Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.  

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam 

menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:  

a. laman KPU; dan/atau  

b. aplikasi berbasis teknologi informasi.  

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat 

masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.  

(5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar 

nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan pelindungan data pribadi 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data 

pribadi.  

 

7. Memperhatikan ketentuan pada pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi 

mengenai:  

a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4;  

b. perbaikan data Pemilih;  

c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP el, KK, biodata penduduk, atau 

IKD;  

d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau  

e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.  

(2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS 

dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang 

informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan.  
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(3) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan 

tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Komisi ini. 

 

8. Memperhatikan ketentuan pada pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

(1) PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian 

masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 

(2) Perbaikan terhadap DPS dilakukan berdasarkan:  

a. masukan dan tanggapan; dan/atau  

b. analisa kegandaan dan data invalid. 

(3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari: 

a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota; 

b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di KPU Provinsi; dan/atau  

c. masyarakat, instansi/lembaga pengawas Pemilihan. 

(4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam formulir Model 

A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah digital. 

(5) Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS. 

 

9. Melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

 

10. Memperhatikan tahapan dan jadwal Rekapitulasi dan Penetapan DPS sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 

Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota 
 

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan Terima kasih. 

 
 
 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

Ketua, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta 
2. Arsip 
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